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 Abstract: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh 

masuknya pengungsi Rohingya ke Aceh yang 

membawa potensi risiko penyebaran penyakit yang 

dapat mengancam kesehatan masyarakat setempat. 

Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi peran 

intelijen dalam mendeteksi jenis penyakit akibat 

masuknya pengungsi Rohingya ke Aceh. Dengan 

menggunakan pendekatan kualitatif dan wawancara 

sebagai metode pengumpulan data, penelitian ini 

dilaksanakan di kamp pengungsi Rohingya di Aceh. 

Dari hasil wawancara dan studi literatur diketahui 

bahwa permasalahan pengungsi Rohingya di Aceh 

meliputi risiko penyebaran penyakit menular (seperti 

ISPA dan scabies) akibat kondisi kesehatan dan 

sanitasi yang buruk di kamp pengungsi, konflik sosial 

antara pengungsi dan masyarakat setempat, beban 

ekonomi dan sosial jangka panjang, serta risiko 

keamanan terkait potensi infiltrasi. Ancaman tersebut 

termasuk dalam ancaman serius. Untuk mengatasi 

ancaman dan memanfaatkan peluang, Indonesia 

dapat meningkatkan koordinasi antara pemerintah 

pusat, daerah, dan lembaga internasional. Dinas 

Kesehatan dapat memaksimalkan personel Medis 

untuk membantu dalam menstandarkan skrining 

kesehatan kepada pengungsi Rohingya yang tiba dan 

ada di Aceh sebagai upaya deteksi dini dan 

peringatan dini. 

Keywords: Peran intelijen, 

Pengungsi Rohingya Aceh, 

Deteksi penyakit, Pusat 

Intelijen Medik. 

 

PENDAHULUAN  
Krisis kemanusiaan yang berkepanjangan akibat penolakan kewarganegaraan berdasarkan 

Undang-Undang Kewarganegaraan Myanmar tahun 1982 telah memaksa etnis Rohingya untuk 

meninggalkan tempat tinggalnya di Negara Bagian Rakhine, Myanmar. Dalam upaya mencari 

perlindungan, banyak dari mereka yang tiba di negara-negara tetangga, termasuk Indonesia, 

khususnya Aceh. Penanganan pengungsi di Indonesia didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 

125 Tahun 2016, yang menjadi landasan hukum bagi Indonesia dalam menerima pengungsi yang 

memasuki perairan dalam keadaan darurat. Namun, eksodus ini tidak hanya menimbulkan isu 

kemanusiaan, tetapi juga masalah kesehatan masyarakat yang signifikan. Proses masuknya 

pengungsi ke dalam masyarakat setempat secara inheren meningkatkan risiko penyebaran penyakit 

menular yang berpotensi memberikan dampak serius pada stabilitas kesehatan masyarakat lokal 
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(Inter Sector Coordination Group, 2018). 

Isu ini didukung oleh data relevan dari situasi serupa di kamp pengungsi Bangladesh, yang 

menjadi preseden penting. Menurut data dari Early Warning Alert and Response System (EWARS), 

kondisi kesehatan yang paling sering terjadi di antara pengungsi Rohingya di sana adalah demam, 

infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), dan diare. Selain itu, wabah penyakit seperti difteri dan 

campak juga pernah terjadi secara tiba-tiba di kamp-kamp tersebut. Mengingat Myanmar termasuk 

dalam 30 negara dengan beban Tuberkulosis (TBC) tertinggi, potensi penularan TBC di kalangan 

pengungsi juga sangat tinggi (WHO, 2018). Pola ini ternyata tercermin di Aceh. Data dari Dinas 

Kesehatan Aceh untuk periode 2020-2024 menunjukkan bahwa ISPA menjadi penyakit menular 

terbanyak di antara pengungsi Rohingya (40%), diikuti oleh Diare (16%), serta TBC, campak, dan 

rubella yang masing-masing memiliki proporsi 2%. 

Kondisi tersebut menuntut penerapan pendekatan komprehensif seperti "One Health" , yang 

mengintegrasikan kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan, serta memprioritaskan terwujudnya 

health security (keamanan kesehatan). Dalam konteks ini, peran intelijen negara menjadi sangat 

vital. Intelijen memberikan wawasan dan kesiapsiagaan yang dibutuhkan untuk mengidentifikasi, 

memantau, dan mengelola potensi penyebaran penyakit. Sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2011, Badan Intelijen Negara (BIN) memiliki peran strategis dalam 

deteksi dini dan peringatan dini terhadap segala macam ancaman, termasuk ancaman kesehatan 

masyarakat. Intelijen medik, sebagai garda terdepan pertahanan (the first line of defense), memiliki 

tugas untuk melakukan serangkaian kajian risiko (risk assessment) yang terencana untuk dapat 

mengkarakterisasi bahaya kesehatan yang ada. 

Ulasan terhadap penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan adanya celah 

permasalahan (research gap). Studi yang ada cenderung berfokus pada status kesehatan umum 

pengungsi di Bangladesh (Taufique Joarder, 2020; Mohammad Mainul Islam, 2018) atau 

menyoroti aspek lain di Aceh seperti penanganan lintas sektor (Zulkarnain, 2020), kebijakan 

hukum (Chalik Mawardia, 2023), dan diplomasi (Vabicosa Darmawan Wahanda, 2018). Namun, 

belum ada penelitian yang secara spesifik dan mendalam menganalisis peran intelijen dalam 

mendeteksi jenis penyakit yang dibawa oleh pengungsi Rohingya di Aceh. Oleh karena itu, 

penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola penyebaran penyakit menular dan 

menganalisis secara mendalam peran intelijen dalam mendeteksi jenis penyakit tersebut sebagai 

upaya mitigasi ancaman terhadap keamanan kesehatan nasional. 

 

LANDASAN TEORI 

Penelitian ini dibangun di atas dua kerangka konseptual utama yang saling terkait: teori 

ancaman yang mendefinisikan risiko yang ditimbulkan oleh masuknya pengungsi, dan teori peran 

intelijen yang menjadi landasan untuk menganalisis upaya deteksi dan mitigasi ancaman tersebut. 

1. Teori Ancaman 

Konsep ancaman dalam konteks keamanan nasional didefinisikan sebagai Ancaman, 

Tantangan, Hambatan, dan Gangguan (ATHG), yaitu segala bentuk upaya, pekerjaan, kegiatan, 

dan tindakan yang dapat membahayakan keselamatan bangsa, keamanan, kedaulatan, serta 

kepentingan nasional dalam berbagai aspek. Dalam studi keamanan kontemporer, ancaman tidak 

lagi terbatas pada sektor militer, melainkan meluas ke aktor non-negara dan mencakup isu 

ekonomi, lingkungan, dan kesehatan. Ancaman kesehatan, seperti yang dibawa oleh krisis 

pengungsi, memiliki karakteristik sebagai ancaman yang tidak terlihat (invisible) karena tidak 

nampak secara fisik, namun dapat berdampak besar terhadap ketahanan dan keamanan suatu 

negara. 
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Untuk mengukur tingkat bahaya, penelitian ini mengadopsi klasifikasi tingkatan ancaman 

dari Robert Ring, yang membagi ancaman menjadi empat jenjang: Minor, Moderat, Serius, dan 

Kritis, berdasarkan proyeksi dampak yang ditimbulkannya. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan 

Aceh yang menunjukkan potensi penyakit menular seperti ISPA, Diare, TBC, campak, dan rubella, 

ancaman kesehatan yang dibawa oleh pengungsi Rohingya dikategorikan sebagai ancaman 

"serius", tak terlihat, dan bersifat biologis. Pandangan ini didukung oleh Hank Prunckun (2019), 

yang menyatakan bahwa pengungsi dari negara dengan sanitasi rendah dan akses kesehatan 

terbatas membawa potensi risiko kesehatan yang perlu diwaspadai melalui serangkaian pertanyaan 

intelijen yang sistematis. 

2. Peran Intelijen 

Peran intelijen dalam konteks ini didefinisikan secara yuridis oleh Undang-Undang Nomor 

17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara. Menurut Pasal 1, intelijen didefinisikan sebagai 

pengetahuan, organisasi, dan kegiatan yang terkait dengan perumusan kebijakan, strategi nasional, 

dan pengambilan keputusan berdasarkan analisis untuk pendeteksian dan peringatan dini dalam 

rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan setiap ancaman terhadap keamanan 

nasional. Pasal 4 dalam undang-undang yang sama secara spesifik mengatur peran Badan Intelijen 

Negara (BIN) dalam melakukan upaya deteksi dini dan peringatan dini terhadap setiap hakikat 

ancaman yang mungkin timbul. 

Secara teoretis, fungsi intelijen dapat dipahami melalui Teori Siklus Intelijen yang 

dipopulerkan oleh Sherman Kent. Teori ini mendefinisikan intelijen sebagai suatu proses untuk 

menghasilkan estimasi melalui lima tahap, yaitu Perencanaan, Pengumpulan, Pengolahan, 

Analisis, dan Penyebaran (diseminasi) . Proses ini bertujuan untuk menghasilkan pengetahuan yang 

akurat, objektif, relevan, dan tepat waktu bagi para pengambil kebijakan untuk mengurangi 

ketidakpastian dalam pengambilan keputusan . 

Dalam konteks penanganan pengungsi, peran intelijen juga harus mempertimbangkan 

aspek kontra intelijen, terutama terkait isu privasi dan hak asasi manusia. Proses deteksi penyakit 

oleh intelijen dapat dianggap sebagai invasi terhadap privasi kesehatan individu dan berpotensi 

menimbulkan stigma atau diskriminasi terhadap kelompok rentan seperti pengungsi. Oleh karena 

itu, penting untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan keamanan nasional dengan 

perlindungan hak-hak privasi para pengungsi selama proses deteksi dan penanganan penyakit. 

 

METODE PENELITIAN  

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain studi kasus. Pendekatan ini 

dipilih untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dan komprehensif tentang situasi konkret, 

yaitu penerapan fungsi intelijen dalam konteks penanganan pengungsi Rohingya di Aceh, yang 

melibatkan berbagai faktor kompleks.  

Penelitian dilaksanakan pada bulan Juli 2024 dengan lokus utama di kamp-kamp pengungsi 

Rohingya di Aceh, khususnya di kamp Blang Bintang, Meunasah Papeun, dan Lhoknga, serta 

Sabang. Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara mendalam. Informan dipilih 

secara sengaja menggunakan teknik purposive sampling dan diperluas dengan snowball sampling 

untuk mendapatkan perspektif yang kaya. Narasumber penelitian diklasifikasikan menjadi tiga 

kelompok: (1) Narasumber Utama (Dinas Kesehatan Provinsi Aceh); (2) Narasumber Kunci 

(Dinkes Sabang); dan (3) Narasumber Pendukung (perwakilan IOM, UNHCR, dan pengungsi 

Rohingya). Data sekunder dikumpulkan melalui studi pustaka terhadap dokumen resmi, laporan, 

dan penelitian sebelumnya. 

Teknik analisis data kualitatif menggunakan pendekatan Grounded Theory untuk 
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mengidentifikasi tema-tema dan konsep-konsep inti yang muncul dari hasil wawancara. Temuan 

kualitatif ini kemudian diintegrasikan dan dianalisis menggunakan empat tahapan Analisis Intelijen 

(Saronto, 2018): (1) Early Detection (mengidentifikasi gejala dan data awal penyakit); (2) Early 

Warning (memberi gambaran situasi dan memprediksi dampak); (3) Problem Solving 

(merumuskan solusi, termasuk menggunakan analisis SWOT); dan (4) Forecasting (membuat 

perkiraan skenario di masa depan). Keabsahan data dipastikan melalui triangulasi sumber, yakni 

dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai narasumber dan dengan data 

sekunder (literatur). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  
1. Kondisi Demografis dan Kesehatan Pengungsi 

Berdasarkan data yang dikumpulkan per Juli 2024, tercatat 1.144 pengungsi Rohingya 

tersebar di delapan lokasi di Aceh. Distribusi ini tidak merata, dengan konsentrasi pengungsi 

terbanyak berada di Kota Lhokseumawe (Ex-Kantor Imigrasi) sebanyak 280 orang, dan paling 

sedikit di Bireuen (SKB) sebanyak 28 orang.  

 

Tabel 1. Jumlah pengungsi Rohingya di Aceh per Juli 2024 
Lokasi Total Per Lokasi 

Aceh Timur, Kuala Parek 118 

Bireuen, SKB 28 

Deli Serdang, Karang Gading 112 

Kota Lhonseumawe, Ex-Kantor Imigrasi 280 

Langkat, Gedung Nasional 59 

Pidie, Kulee 178 

Pidie, Mina Raya 227 

Sabang, Pelabuhan Balohan 142 

Total 1144 

Struktur usia populasi pengungsi menujukkan kerentanan yang tinggi, di mana kelompok 

usia anak-anak (0-17 tahun) mencapai 49,8%, hampir separuh dari total populasi. Data 

pemeriksaan kesehatan di tiga kamp utama (Lhokseumawe, Kuala Parek, dan Sabang) secara 

kuantitatif mengidentifikasi penyakit menular yang paling dominan adalah Infeksi Saluran 

Pernapasan Akut (ISPA) dengan total 296 kasus, diikuti oleh Scabies (kudis) sebanyak 76 kasus. 

Selain itu, ditemukan pula kasus Campak (2 kasus) dan Sifilis (1 kasus). Temuan ini diperkuat oleh 

hasil wawancara mendalam dengan narasumber dari Dinas Kesehatan Sabang, yang menyatakan 

bahwa pada saat skrining kesehatan awal, prevalensi scabies sangat tinggi, di mana dari sekitar 500 

pengungsi awal, hanya dua yang tidak terinfeksi. Wawancara yang sama juga mengkonfirmasi 

temuan kasus sifilis, yang berhasil ditangani setelah pemeriksaan lebih lanjut. 
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Gambar 1. Data Penyakit Menular yang diderita oleh pengungsi Rohingya di 3 camp besar 

di Aceh 

 

 

2. Analisis Pola Penyebaran Penyakit dan Faktor Risiko 

Analisis terhadap data kesehatan menunjukkan adanya pola penyebaran penyakit yang khas 

di lingkungan kamp. Tingginya kasus ISPA mencerminkan pola epidemi lokal, di mana penularan 

terjadi secara cepat melalui droplet dalam kondisi lingkungan yang padat, berdesakan, dan 

memiliki sirkulasi udara yang buruk. Sementara itu, prevalensi Scabies yang sangat tinggi dapat 

dianggap telah menjadi endemik di dalam komunitas kamp. Kondisi sanitasi yang buruk, seperti 

yang terungkap dari observasi dan wawancara bahwa pengungsi mandi di area terbuka dengan air 

terbatas, menjadi faktor utama yang membuat penyakit kulit ini terus ada dan menyebar di kalangan 

pengungsi. Kasus Campak dan Sifilis, meskipun jumlahnya kecil, bersifat sporadik namun 

memiliki potensi bahaya yang tinggi. Berdasarkan wawancara, para pengungsi mengakui bahwa 

mereka tidak pernah mendapatkan imunisasi lengkap di negara asal mereka. Hal ini meningkatkan 

risiko penularan campak hingga 90% pada individu non-imun yang berdekatan dengan penderita. 

Selain faktor fisik, kondisi kesehatan mental pengungsi juga berperan. Banyak pengungsi 

mengalami masalah psikologis akibat trauma dari pengalaman migrasi mereka, yang dapat 

melemahkan sistem kekebalan tubuh dan meningkatkan kerentanan terhadap infeksi. Temuan ini 

konsisten dengan penelitian oleh Mastrorillo et al. (2016), yang menyatakan bahwa pengungsi 

sering kali menghadapi masalah kesehatan mental akibat trauma dari pengalaman migrasi mereka. 

3. Analisis Peran Intelijen dan Kesenjangan di Lapangan 

Penelitian di lapangan mengungkapkan bahwa peran intelijen, dalam deteksi penyakit 

secara spesifik masih bersifat normatif dan terbatas. Peran institusinya lebih sebagai pendorong 

koordinasi antar lembaga (Pemda, Dinkes, Imigrasi, IOM, UNHCR) melalui forum Kominda 

(Komunitas Intelijen Daerah). Selain itu, juga bertugas menghalau kapal-kapal pengungsi baru 

sebagai upaya pencegahan terkonsentrasinya pengungsi di satu wilayah. Skrining kesehatan, 
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deteksi penyakit, dan penanganan medis di lapangan tidak dilakukan secara langsung oleh intelijen. 

Fungsi vital ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan kabupaten/kota (Puskesmas) dan diorganisir 

serta didanai penuh oleh organisasi internasional, yaitu IOM dan UNHCR. Narasumber dari IOM 

Aceh mengkonfirmasi, "Untuk isu kesehatan semua pengungsi di Aceh. itu IOM semua". IOM 

menjalankan klinik darurat, menyediakan post aider di lokasi, dan melakukan Basic Health 

Assessment (BHA). 

4. Tantangan Sosial dan Penolakan Masyarakat 

Situasi kesehatan pengungsi diperburuk oleh tantangan sosial yang signifikan, terutama 

penolakan dari masyarakat lokal. Penolakan ini bukan tanpa sebab. Berdasarkan temuan di 

lapangan dan pemberitaan media, penolakan ini dipicu oleh berbagai insiden, termasuk perilaku 

pengungsi yang dianggap tidak menghargai bantuan (membuang bantuan ke laut), tidak menjaga 

kebersihan, dan tidak mematuhi norma serta adat masyarakat setempat. Lebih jauh, terjadi kasus-

kasus kriminal seperti pemerkosaan anak di bawah umur yang dilakukan oleh salah satu pengungsi 

Rohingya, yang semakin memperburuk citra mereka. Fenomena pengungsi yang melarikan diri 

dari kamp penampungan juga menjadi masalah serius. Narasumber dari IOM mengkonfirmasi hal 

ini, di mana dari 400 pengungsi di Lhokseumawe, 300 di antaranya telah pergi. Pelarian ini 

menciptakan risiko ganda: pertama, penyebaran penyakit yang tidak terkontrol ke masyarakat 

umum, dan kedua, risiko keamanan terkait human trafficking atau penyelundupan manusia, 

mengingat banyak dari mereka bertujuan ke Malaysia. Ketegangan ini dapat dianalisis 

menggunakan teori konflik, di mana masyarakat lokal merasa ada persaingan sumber daya yang 

terbatas dan muncul kecemburuan sosial akibat bantuan yang diterima oleh pengungsi. 

5. Peran Organisasi Internasional dan Keterbatasan Pemerintah 

Dalam penanganan krisis ini, IOM dan UNHCR memainkan peran vital dalam 

menyediakan bantuan dasar seperti makanan, obat-obatan, dan layanan kesehatan. Namun, 

ketergantungan yang tinggi pada organisasi internasional ini juga menunjukkan kurangnya 

keterlibatan dan kapasitas pemerintah daerah dalam penanganan masalah pengungsi. Hal ini 

diperumit oleh fakta bahwa Indonesia tidak menandatangani Konvensi UNHCR 1951, sehingga 

tidak memiliki kewajiban hukum internasional untuk menampung pengungsi secara permanen. 

Narasumber dari UNHCR dan IOM juga menyatakan bahwa Perpres No. 125 tahun 2016 sudah 

tidak lagi mampu mengakomodasi permasalahan yang semakin kompleks di lapangan. Temuan ini 

sejalan dengan penelitian oleh Betts & Collier (2017), yang menekankan perlunya pendekatan 

kolaboratif yang lebih kuat antara pemerintah lokal dan organisasi internasional untuk menciptakan 

solusi yang berkelanjutan. 

 

KESIMPULAN  
Dari hasil pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan hasil penelitian 

sebagai berikut: 

1. Penyebaran penyakit menular yang dibawa oleh pengungsi Rohingya di Aceh terjadi karena 

kondisi kesehatan dan sanitasi yang buruk. Adapun jenis penyakit menular yang terdeteksi 

meliputi scabies, sifilis, dan ISPA serta campak. Pola penyebaran penyakit menular di 

kalangan pengungsi Rohingya di Aceh mencerminkan karakteristik epidemi lokal dengan 

potensi endemik untuk beberapa penyakit seperti scabies.  

2. Intelijen belum berperan aktif dalam proses deteksi penyakit menular di lingkup pengungsi 

Rohingya di Aceh. Adapun yang dapat dilakukan oleh Intelijen meliputi, pengumpulan data 

epidemologi dan melakukan analisis resiko terkait penularan. Hal tersebut dapat dilakukan 

dengan melakukan kerjasama dengan instansi kesehatan dan organisasi Internasional untuk 



2790 
J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah 
Vol.5, No.1, Desember 2025 
  

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ISSN : 2828-5271 (online) 

 

mengidentifikasi langkah pencegahan yang tepat. Selain itu, intelijen pusat dapat 

memberikan bantuan personil Pusat Intelijen Medik untuk menstandarkan sistem skrining 

kesehatan dan memberikan layanan kesehatan yang lebih baik terhadap pengungsi 

Rohingya. Serta terus menghimpun data demografi dan kesehatan untuk dapat memberikan 

rekomendasi hingga terwujud regulasi yang dapat diimplementasikan di area pengungsi 

Rohingya di Indonesia. 

3. Analisis ancaman dengan pendekatan "Robert Ring" pada situasi pengungsi Rohingya di 

Aceh meliputi identifikasi, evaluasi, dan pemantauan ancaman, serta penerapan strategi 

mitigasi untuk meningkatkan kondisi pengungsi dan menjaga stabilitas sosial. Identifikasi 

ancaman menunjukkan tingginya risiko kesehatan, terutama penyakit seperti scabies dan 

sifilis, yang dapat menyebar luas jika tidak ditangani; keterbatasan akses layanan kesehatan; 

dan ketidakpastian identitas yang menyulitkan pendataan. Evaluasi dampak 

mengindikasikan ancaman kesehatan yang dapat memicu krisis kesehatan lebih luas, 

ketegangan sosial yang dapat menciptakan konflik jika tidak ada penerimaan masyarakat, 

dan dampak ekonomi akibat keterbatasan layanan kesehatan dan dukungan psikologis. 

Strategi mitigasi mencakup peningkatan layanan kesehatan, dukungan psikologis, 

kampanye kesadaran masyarakat untuk mengurangi stigma, dan kolaborasi dengan 

organisasi internasional seperti IOM dan UNHCR. Pendekatan holistik ini diharapkan dapat 

menciptakan solusi berkelanjutan bagi pengungsi Rohingya di Aceh. 

Pendekatan teoritis yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan kesehatan dan 

stabilitas sosial di lingkungan pengungsi Rohingya meliputi teori kesehatan masyarakat dan teori 

keamanan manusia. Teori kesehatan masyarakat menekankan pentingnya pencegahan, 

pengendalian, dan mitigasi penyakit menular dan penyakit tidak menular di lingkungan pengungsi 

melalui deteksi dini dan perbaikan akses layanan kesehatan. Teori keamanan manusia menekankan 

perlindungan kesejahteraan fisik dan psikologis individu, terutama di situasi krisis. Pendekatan ini 

dapat memperkuat upaya mitigasi yang holistik, mencakup peningkatan kesehatan, dukungan 

psikologis, dan pengurangan ketegangan sosial. 

Implementasi standar skrining kesehatan dengan bantuan Pusat Intelijen Medik perlu 

dilakukan secara menyeluruh untuk mendeteksi penyakit sejak dini dan memberikan perawatan 

yang diperlukan. Penyediaan fasilitas kesehatan yang memadai serta pelatihan tenaga medis di area 

pengungsian juga sangat penting. 

Program dukungan psikososial juga perlu diterapkan untuk membantu pengungsi 

menghadapi trauma. Hal ini bisa dilakukan melalui konseling rutin, terapi kelompok, dan aktivitas 

sosial yang dirancang khusus untuk pemulihan trauma. 

Selain itu diperlukan kampanye edukasi yang melibatkan masyarakat lokal tentang kondisi 

pengungsi dan pentingnya mendukung mereka. Ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang 

lebih inklusif dan mengurangi ketegangan sosial. 

Kolaborasi dengan organisasi seperti ASEAN, IOM dan UNHCR dengan Kemenkes, TNI, 

POLRI, Pemerintah Daerah dan BIN perlu ditingkatkan untuk memastikan adanya sumber daya 

tambahan serta dukungan kebijakan dalam penanganan pengungsi. Hal ini juga dapat membantu 

dalam pemantauan pergerakan pengungsi secara lebih efektif. 

Kemudian pengumpulan data demografi dan kesehatan secara berkelanjutan penting untuk 

memberikan gambaran yang akurat mengenai kondisi pengungsi. Hal ini dapat mempermudah 

proses pembuatan regulasi dan memberikan rekomendasi yang sesuai dengan kebutuhan 

pengungsi. Terakhir perlu dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi dari sistem yang telah 

berjalan. 
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